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ABSTRAK 

Pertumbuhan pesat di daerah perkotaan menghadirkan sejumlah masalah lingkungan, termasuk polusi, 

berkurangnya area terbuka hijau, dan ketidakaturan dalam penggunaan lahan. Maka dari itu, penting 

untuk menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga lingkungan guna 

menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlangsungan ekosistem. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis upaya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di area perkotaan 

serta mengenali hambatan yang muncul dalam proses tersebut. Metode yang diterapkan adalah deskriptif 

kualitatif dengan cara meneliti berbagai sumber ilmiah yang relevan. Temuan kajian menunjukkan 

masih ada inkonsistensi dalam pelaksanaan RTRW dan RDTR, ketidakmerataan distribusi serta fungsi 

ruang terbuka hijau, serta kurangnya efisiensi integrasi transportasi dengan penggunaan lahan. Selain 

itu, efektivitas kebijakan ruang sangat dipengaruhi oleh kekuatan alat kontrol, koordinasi antara 

pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan regulasi, 

pengembangan kapasitas institusi, digitalisasi sistem perizinan berbasis tata ruang, dan kerjasama antara 

berbagai pihak untuk mencapai pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

Kata Kunci: Pembangunan Yang Berkelanjutan, Ramah Lingkungan, Kawasan Urban, Tata  

         Ruang 

 

ABSTRACT 

Rapid urban growth presents a number of environmental challenges, including pollution, reduced 

green open space, and irregularities in land use. Therefore, it is crucial to apply the principles of 

sustainable development and protect the environment to create a balance between development needs 

and ecosystem sustainability. This study aims to analyze efforts to implement sustainable development 

in urban areas and identify obstacles that arise in the process. The method used is descriptive 

qualitative, examining various relevant scientific sources. The study findings indicate that there are still 

inconsistencies in the implementation of the RTRW (Regional Spatial Plan) and RDTR (Regional Spatial 

Plan), uneven distribution and function of green open space, and a lack of efficient integration of 

transportation with land use. Furthermore, the effectiveness of spatial policies is greatly influenced by 

the strength of control tools, coordination between stakeholders, and public participation. Therefore, it 

is necessary to strengthen regulations, develop institutional capacity, digitize spatial planning-based 

licensing systems, and collaborate with various parties to achieve sustainable and environmentally 

friendly urban development. 

Keywords: Sustainable Development, Environmentally Friendly, Urban Areas, Spatial Planning 

 

PENDAHULUAN 

Pertumbuhan pada daerah perkotaan yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir 

akan berdampak terhadap signifikan pada kehidupan. Di satu sisi, kota berfungsi sebagai 

pusat ekonomi, pendidikan, dan inovasi yang menyediakan beragam kesempatan. Namun di 
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sisi lain juga, kemajuan yang tidak terencana seringkali memicu masalah lingkungan, seperti 

pencemaran udara, banjir, kemacetan, berkurangnya area terbuka hijau, hingga bertambahnya 

volume limbah. Situasi ini menunjukkan bahwa pembangunan di area perkotaan tidak bisa 

semata-mata fokus pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi perlu juga mempertimbangkan 

keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan. Pandangan terhadap 

pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan muncul sebagai solusi terhadap 

tantangan ini. Pembangunan harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini 

sekaligus menjamin bahwa generasi yang akan datang tetap dapat menikmati lingkungan yang 

berkualitas. Dalam konteks urban, konsep ini dapat diimplementasikan melalui berbagai 

inisiatif, seperti perencanaan ruang yang mendukung keberlanjutan, pengelolaan sampah yang 

efisien, penyediaan transportasi umum yang efektif, serta peningkatan ruang terbuka hijau. 

Dengan dukungan dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, kota-kota dapat tumbuh 

dengan baik tanpa mengorbankan keberlangsungan alam. 

Lingkungan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan, karena mencerminkan 

dan menggambarkan kondisi suatu wilayah, serta dapat menunjukkan aktivitas dan perilaku 

masyarakat di area tersebut. Hal ini dapat menjadi penghambat bagi proses pembangunan di 

area atau kawasan tertentu, pemerintah terus berusaha untuk menerapkan berbagai program 

yang berhubungan dengan lingkungan (Zaini & Darmawanto, 2015). Dengan demikian, usaha 

untuk memperbaiki lingkungan itu yang secara berkelanjutan dapat terus mengalami 

perkembangan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Akan tetapi, pembangunan 

tidaklah bersifat statis dan harus berlanjut, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang 

semakin baik. Daerah perkotaan yang sering dikaitkan dengan pertumbuhan populasi yang 

cepat, pembangunan infrastruktur yang besar, serta aktivitas ekonomi yang tinggi seringkali 

dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran, berkurangnya area 

terbuka hijau, hingga isu pengelolaan sampah. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan 

kebijakan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan 

keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan menerapkan konsep 

pembangunan berkelanjutan, diharapkan kota bisa tumbuh secara seimbang, tetap produktif, 

namun tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian pada artikel ilmiah ini menggunakan kualitatif deskriptif. Menurut 

Bogdan dan Taylor (1982) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode 

penelitian yang dapat menyediakan data deskriptif dalam bentuk kata-kata yang 

dikomunikasikan baik secara tertulis maupun lisan oleh individu serta perilaku yang bisa 

diamati terutama fokus utamanya yaitu pada konteks dan individu secara menyeluruh, 

sedangkan menurut Kirk & Miller menambahkan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu 

tradisi spesifik dalam bidang ilmu sosial yang secara mendasar bergantung pada pengamatan 

manusia di lingkungan mereka sendiri serta interaksi dengan orang-orang tersebut dalam 

bahasa dan istilah yang mereka gunakan. Penelitian kualitatif berlandaskan positivisme dan 

digunakan untuk mengeksplorasi elemen-elemen yang bersifat alamiah. Dalam pendekatan 

ini, peneliti berfungsi sebagai alat utama dan menggunakan teknik pengumpulan data yang 

meliputi triangulasi serta menganalisis data dengan pendekatan induktif atau deduktif. 

Temuan dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna dan 
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pembentukan fenomena dibandingkan dengan generalisasi Penelitian deskriptif merupakan 

berupa kajian yang bertujuan untuk mengenali keberadaan variabel independen, baik itu 

tunggal maupun ganda (variabel yang berdiri sendiri), tanpa melakukan perbandingan antar 

variabel tersebut. Metode deskriptif adalah cara yang digunakan untuk menganalisis data 

melalui penjelasan atau mendeskripsikan data sesuai dengan kenyataan yang ada. 

Teknik pengumpulan data saat ini yaitu dengan menggunakan teknik Studi literatur. 

Studi literatur merupakan cara penelitian yang dilakukan dengan membaca, mengumpulkan, 

mencatat, memilah, dan mengatur beragam sumber literatur yang relevan dengan topik yang 

sedang diteliti. Proses Studi literatur dilakukan dengan cara menghubungkan dan 

membandingkan beragam referensi untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan landasan 

teoretis yang solid bagi penelitian. Melalui studi pustaka, peneliti dapat menemukan konsep, 

teori, hasil penelitian sebelumnya, serta jurang penelitian yang bersangkutan dengan masalah 

yang diangkat, sehingga dapat memperkuat struktur pemikiran dan arah penelitian yang 

dilakukan (Hanifah & Purbosari, 2022). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ketidak konsistenan Implementasi RTRW dan RDTR 

Isu sentral dalam pembangunan berkelanjutan di daerah wilayah perkotaan terletak 

pada adanya ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi pembangunan ruang. Rencana tata 

ruang wilayah telah menetapkan pedoman untuk struktur dan pola ruang secara umum, yang 

kemudian dijabarkan melalui rencana detail tata ruang sebagai alat operasional berbasis 

zonasi. Secara umum, kedua dokumen tersebut seharusnya menjadi panduan utama untuk 

mengatur perkembangan area. Namun dalam praktiknya, masih ada penambahan kawasan 

terbangun yang tidak sepenuhnya mematuhi pembagian ruang yang telah ditentukan, situasi 

ini menunjukkan bahwa perencanaan yang telah dilakukan dengan sistematis belum bisa 

sepenuhnya diwujudkan dalam pelaksanaan penggunaan ruang yang teratur dan terkendali. 

Fenomena alih fungsi lahan pada area perlindungan dan ruang terbuka hijau semakin 

menunjukkan bahwa pengawasan pemanfaatan ruang belum berfungsi dengan baik karena 

perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana dapat menyebabkan berbagai 

dampak, mulai dari penurunan kualitas lingkungan hingga meningkatnya pada bencana di area 

perkotaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam pengawasan serta 

sistem perizinan yang berbasis kesesuaian tata ruang yang belum berjalan secara optimal. Oleh 

karena itu, diperlukan penguatan mekanisme kontrol, peningkatan koordinasi antar lembaga, 

serta penegakan regulasi yang lebih konsisten agar sasaran pembangunan kota yang 

berkelanjutan dapat benar-benar tercapai di area penelitian. 

Selain itu, dinamika populasi dan aktivitas ekonomi di area perkotaan memberikan 

tekanan yang signifikan terhadap pemanfaatan ruang. Permintaan akan tempat tinggal, area 

perdagangan, dan layanan yang terus berkembang sering kali mendorong pemanfaatan ruang 

yang melebihi rencana yang telah ditentukan. Dalam banyak situasi, pertimbangan ekonomi 

jangka pendek lebih mendominasi dibandingkan kepatuhan terhadap dokumen perencanaan 

tata ruang. Situasi ini semakin parah dengan adanya pemahaman yang masih kurang di antara 

sebagian masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya kesesuaian pemanfaatan ruang 

dengan RTRW dan RDTR sebagai alat pengendalian pembangunan wilayah. Di sisi lain, yaitu 

terdapat tantangan yang berasal dari aspek organisasi dan koordinasi di antara para pemangku 
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kepentingan. Pelaksanaan pengaturan penggunaan ruang membutuhkan kolaborasi yang solid 

antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, serta dukungan dari sistem informasi tata ruang 

yang modern dan mudah diakses. Tanpa adanya dukungan tersebut, pengawasan di lapangan 

akan cenderung reaktif dan tidak mampu mencegah pelanggaran dari awal. Oleh karena itu, 

upaya peningkatan harus difokuskan pada penguatan kapasitas organisasi, digitalisasi sistem 

izin yang berbasis tata ruang, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar pengaturan 

penggunaan ruang dapat dilaksanakan secara lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. 

Ketimpangan Distribusi dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah elemen krusial dalam mewujudkan kota yang 

menarik, nyaman, dan berstandar tinggi, dalam konteks pembangunan kota berbasis 

lingkungan. Keberadaan RTH tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menjaga 

kualitas ekosistem, tetapi juga sebagai area sosialisasi yang mendukung interaksi masyarakat 

oleh karena itu, pemerintah menetapkan persentase minimal 30% RTH sebagai pedoman 

untuk menjaga keseimbangan antara wilayah dibangun dan ruang alami di area urban. Aturan 

ini pada dasarnya menjadi batas aman untuk memastikan bahwa pembangunan fisik tidak 

merusak kapasitas terhadap lingkungan (Mashar,M.F, 2021). Meski demikian, dalam 

implementasinya masih sering muncul ketidakseimbangan dalam penyebaran RTH di 

berbagai sudut kota,beberapa kawasan memiliki jumlah ruang hijau yang cukup baik 

sementara area lain khususnya yang berkembang cepat justru mengalami defisit RTH. Situasi 

ini mengakibatkan keuntungan ekologis dan sosial dari ruang terbuka hijau tidak dirasakan 

secara merata oleh masyarakat. Ketidakseimbangan ini umumnya dipengaruhi oleh tekanan 

dari pembangunan, tingginya nilai tanah urban, serta lemahnya pengawasan penggunaan 

ruang dalam tahap pelaksanaan. 

Selain masalah distribusi, fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lapangan juga belum 

sepenuhnya efektif karena banyak ruang hijau yang secara administratif tercatat, namun 

kondisi fisik dan fungsinya tidak menunjukkan dengan dukungan yang cukup, seperti 

kekurangan vegetasi, kurangnya perawatan, atau secara perlahan beralih fungsi. Ini 

menunjukkan bahwa memenuhi target luasan saja tidak cukup tanpa disertai dengan 

pengelolaan yang berkelanjutan dan pengawasan yang teratur. Untuk kedepannya diperlukan 

langkah-langkah penataan yang lebih serius, baik dalam aspek pemerataan distribusi maupun 

peningkatan kualitas fungsi RTH, agar perannya dalam mendukung kota yang ekologis dapat 

diwujudkan dengan nyata. 

Ketidakseimbangan dalam distribusi dan kurang optimalnya fungsi RTH bisa 

memperburuk perbedaan kualitas lingkungan antar kawasan perkotaan. Wilayah dengan 

sedikit ruang hijau cenderung memiliki suhu yang lebih tinggi, kualitas udara yang 

buruk, dan kekurangan ruang publik bagi warga. Jika situasi ini dibiarkan, pencapaian tujuan 

pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan akan menjadi tantangan besar. Maka dari 

itu selain memenuhi proporsi minimal, pemerintah daerah harus mendorong strategi 

pengadaan RTH yang lebih adil dalam hal distribusi, memperkuat perlindungan terhadap 

lahan yang sudah ditetapkan sebagai RTH, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

perawatan ruang terbuka hijau agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. 

Integrasi Transportasi dan Tata Guna Lahan Yang Belum Optimal 

Integrasi sistem transportasi dengan perencanaan tata guna lahan merupakan elemen 

penting untuk mencapai tata ruang kota yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sebaiknya, 
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pengembangan area pemukiman, bisnis, dan pusat kegiatan diatur sejalan dengan ketersediaan 

jaringan transportasi yang memadai, agar mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah dan 

terjangkau. Namun dalam area penelitian ini, integrasi tersebut belum berjalan maksimal 

seringkali pola pengembangan ruang bergerak lebih cepat daripada penyediaan infrastruktur 

transportasi, yang mengakibatkan terbentuknya area yang berkembang tanpa dukungan akses 

yang cukup. 

Keadaan ini memicu peningkatan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan 

pribadi, kemacetan di beberapa koridor, dan ketidakefektifan dalam pergerakan sehari-hari. 

Selain itu, perencanaan antar sektor yang belum selaras menunjukkan bahwa koordinasi antara 

perencanaan tata ruang dan sistem transportasi masih perlu ditingkatkan. Untuk rencana ke 

depannya, dibutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi, contohnya melalui konsep 

pengembangan berbasis transit (TOD), peningkatan mutu transportasi umum, serta konsistensi 

dalam pengaturan pemanfaatan ruang di sekitar pusat transportasi. Dengan langkah ini, 

diharapkan tata ruang kota dapat berkembang lebih teratur sekaligus mendukung sistem 

mobilitas yang lebih berkelanjutan. 

Di sisi lain, belum maksimalnya integrasi antara transportasi dan penggunaan lahan 

juga tampak dari distribusi fasilitas publik serta pusat aktivitas yang masih menyebar. Banyak 

kawasan tempat tinggal yang berkembang jauh dari pusat pelayanan maupun titik transportasi 

umum, sehingga masyarakat mengalami waktu tempuh dan biaya perjalanan yang lebih tinggi 

Kondisi ini tidak hanya mengurangi efisiensi sistem transportasi, tetapi juga mengakibatkan 

peningkatan beban pada jaringan jalan utama karena pergerakan harian terfokus pada jalur 

tertentu.Jika masalah ini tidak segera diatasi, pola perkembangan seperti ini dapat memperparah 

fenomena terhadap perluasan kawasan perkotaan yang tidak terencana. Oleh karena itu, 

langkah perbaikan perlu difokuskan pada perencanaan ruang yang lebih berorientasi pada pola 

pergerakan serta kebutuhan mobilitas warga. Pemerintah daerah harus memperkuat 

keterpaduan antara dokumen RTRW, RDTR, dan rencana induk transportasi agar 

pengembangan area baru sejak awal sudah memperhatikan akses transportasi umum. Selain 

itu, pengembangan kawasan campuran di sekitar jalur transportasi masal dapat dijadikan 

strategi untuk mempersingkat jarak perjalanan dan mengurangi ketergantungan pada 

kendaraan pribadi. Dengan integrasi yang lebih baik, diharapkan sistem transportasi perkotaan 

bisa berfungsi lebih efektif dan mendukung pembangunan kota yang lebih terencana dan 

berkelanjutan. Di samping itu, teknologi digital dan sistem pemantauan lingkungan yang 

menggunakan sensor canggih memungkinkan pengawasan kualitas udara, air, dan tanah 

secara langsung. Data yang dihasilkan dari pemantauan ini membantu penanganan serta 

pencegahan pencemaran dengan lebih cepat dan efektif. Teknologi lain seperti drone dan 

pemodelan tiga dimensi digunakan dalam rehabilitasi ekosistem dan pemantauan habitat yang 

sukar dijangkau, mendukung pemulihan lingkungan secara lebih terencana dan berkelanjutan. 

Implikasi Kebijakan Spasial dan Penguatan Instrumen Pengendalian 

Kebijakan spasial yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang memiliki 

pengaruh besar terhadap pengembangan suatu wilayah, terutama dalam usaha untuk 

memastikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lingkungan. 

Dalam hal ini, perencanaan ruang lebih dari sekedar penentuan alokasi fungsi lahan ia juga 

berfungsi sebagai alat strategis untuk mengarahkan penggunaan ruang agar sesuai dengan 

prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian dari berbagai negara 
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menunjukkan bahwa perencanaan ruang yang baik mampu menggabungkan aspek sosial, 

ekonomi, dan lingkungan, sambil mengurangi dampak negatif seperti fragmentasi habitat 

maupun penurunan kualitas ekologi. Oleh karena itu, kebijakan spasial yang efektif tidak 

hanya menetapkan batas-batas fisik, tetapi juga menciptakan suatu kerangka yang 

memungkinkan intervensi yang terukur dan bertanggung jawab terhadap dinamika ruang yang 

rumit 

Meski demikian, keberhasilan kebijakan spasial sangat dipengaruhi oleh kekuatan 

instrumen pengendalian yang beroperasi dengan baik dan konsisten penelitian di berbagai 

daerah di Indonesia menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengendalian penggunaan ruang 

dapat mengakibatkan penyimpangan dari rencana tata ruang yang telah dibuat, seperti 

dominasi penggunaan ruang yang bertentangan dengan zonasi yang direncanakan.Instrumen 

pengendalian seperti zonasi yang jelas, perizinan, tindakan administratif, dan pemantauan di 

lapangan adalah hal penting untuk memastikan bahwa penataan ruang mengikuti arahan 

kebijakan yang ditetapkan, dalam beberapa situasi, pengembangan zona pengendalian kawasan 

serta pemberian insentif atau disinsentif telah terbukti efektif dalam mengatur intensitas 

penggunaan ruang dan mencegah pelanggaran kapasitas lingkungan.Pendukung instrumen ini 

harus disertai dengan peningkatan kapasitas pegawai dan keterlibatan masyarakat untuk 

memastikan pengawasan yang lebih baik terhadap implementasi kebijakan spasial di tingkat 

lokal. 

Selain itu, untuk menjalankan kebijakan spasial yang efektif, dibutuhkan penggabungan 

antara perencanaan, pengawasan penggunaan ruang, dan keterlibatan aktor terkait secara 

berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif ini sangat penting agar rencana tata ruang tidak hanya 

menjadi dokumen teoritis, tetapi dapat nyata dalam pelaksanaan pembangunan di lapangan. 

Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat lokal dan kerjasama antar sektor dapat 

meningkatkan kepatuhan terhadap rencana tata ruang serta memperkuat kebijakan yang 

dihasilkan. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan spasial sangat bergantung pada kualitas 

pengelolaan, konsistensi dalam pelaksanaan, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan 

dalam dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pembangunan kota yang berkelanjutan masih menghadapi sejumlah tantangan baik dari segi 

struktur maupun operasional. Ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan realisasi 

penggunaan lahan mengindikasikan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian tidak 

berjalan dengan baik. Perubahan fungsi lahan di area yang dilindungi dan ruang terbuka hijau 

menunjukkan adanya kelemahan dalam penegakan hukum serta kerjasama antara pihak-pihak 

yang berkepentingan. Di samping itu, sebaran dan peran ruang terbuka hijau belum merata dan 

tidak sepenuhnya memadai dalam meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Meski banyak 

ruang terbuka hijau yang terdaftar secara administratif, secara fisik mereka belum optimal 

akibat minimnya vegetasi, perawatan, dan perlindungan dari perubahan fungsi lahan. Situasi 

ini berpotensi memperburuk ketimpangan kualitas lingkungan di berbagai daerah perkotaan. 

Integrasi antara sistem transportasi dan penggunaan lahan juga belum berjalan dengan 

baik. Pertumbuhan kawasan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan infrastruktur 

transportasi menyebabkan peningkatan ketergantungan pada kendaraan pribadi, kemacetan, 
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dan ketidakefisienan dalam mobilitas. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan dalam 

perencanaan yang lebih terintegrasi dan fokus pada mobilitas yang berkelanjutan. Secara 

keseluruhan, keberhasilan kebijakan tata ruangan sangat dipengaruhi oleh efektivitas 

instrumen pengendalian, konsistensi dalam pelaksanaan, kapasitas lembaga, serta partisipasi 

masyarakat. Tanpa penguatan dalam aspek-aspek tersebut, dokumen perencanaan tata ruang 

berpotensi hanya menjadi pedoman normatif yang belum sepenuhnya diimplementasikan 

dalam pembangunan kota yang berkelanjutan. 

SARAN 

Pemerintah daerah dianjurkan untuk memperkuat pengawasan penggunaan ruang 

dengan mengadopsi digitalisasi perizinan yang berdasarkan pada RTRW dan RDTR, 

meningkatkan koordinasi antar sektor, serta menerapkan regulasi secara konsisten. Di 

samping itu, pemerintah harus memastikan distribusi dan peningkatan kualitas ruang terbuka 

hijau (RTH) agar manfaat ekologis dan sosialnya bisa dirasakan secara merata oleh seluruh 

masyarakat.Lembaga perencanaan serta sektor transportasi diharapkan untuk meningkatkan 

keterkaitan antara penggunaan lahan dan sistem transportasi, contohnya dengan 

mengembangkan konsep berbasis transit (TOD) dan memperkuat keberadaan transportasi 

umum, demi mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi serta meningkatkan efisiensi 

dalam mobilitas.Masyarakat dan pelaku bisnis diharapkan lebih mematuhi ketentuan yang 

berkaitan dengan tata ruang dan berkontribusi aktif dalam menjaga keberadaan RTH. 

Sementara itu, peneliti disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dengan 

pendekatan kuantitatif atau spasial agar dapat menghasilkan data yang lebih akurat. 
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